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     Abstract                                                                    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran paradigma tersebut 
pada Pemerintah Kota Samarinda, faktor-faktor yang mendorong transformasi, serta 
berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh 
melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta berbagai sumber yang 
relevan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kota Samarinda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai 
upaya transformasi melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, 
peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses 
pemerintahan. Pergeseran ini tercermin dari meningkatnya orientasi pelayanan dalam 
berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan 
pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, implementasi service-
oriented governance masih menghadapi sejumlah kendala, seperti budaya birokrasi 
yang masih berorientasi pada kekuasaan, keterbatasan kapasitas sumber daya 
manusia, serta belum meratanya kualitas pelayanan antar perangkat daerah. Oleh 
karena itu, diperlukan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi 
aparatur, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, serta perluasan 
partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 
responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pergeseran paradigma ini menjadi 
fondasi penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang adaptif 
terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan paradigma administrasi publik dalam beberapa dekade terakhir telah 
mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pemerintah menjalankan fungsi dan 
perannya di tengah masyarakat. Jika pada masa lalu penyelenggaraan pemerintahan lebih 
menitikberatkan pada aspek kekuasaan (power-oriented governance), maka saat ini tuntutan 
masyarakat mengarah pada model pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, dan 
berorientasi pada pelayanan (service-oriented governance).(Deran dkk., 2026, hlm. 279). 
Pergeseran paradigma ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya kesadaran masyarakat 
terhadap hak-haknya sebagai warga negara sekaligus respons terhadap tuntutan global mengenai 
pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.(Iswari dkk., 2020, 
hlm. 220). Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai institusi yang hanya 
memiliki otoritas untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, melainkan sebagai organisasi 
publik yang bertugas memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara.(Ansori, 2015, hlm. 
142).  

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, paradigma power-oriented governance dicirikan oleh 
dominasi birokrasi yang bersifat hierarkis, sentralistik, dan berorientasi pada kepatuhan 
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Model pemerintahan semacam ini menempatkan 
masyarakat sebagai objek pembangunan yang memiliki ruang partisipasi terbatas dalam proses 
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pengambilan keputusan publik.(Fasya & Jiddan, 2026a, hlm. 2981). Akibatnya, pelayanan publik 
sering kali berjalan secara prosedural dan administratif tanpa memperhatikan kebutuhan serta 
kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Seiring berkembangnya reformasi birokrasi dan 
demokratisasi pemerintahan, pendekatan tersebut mulai dianggap tidak lagi relevan untuk 
menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat modern yang menuntut pelayanan cepat, mudah, 
transparan, dan berkualitas.(Sugiarto, 2019, hlm. 161). 

Sebagai alternatif, konsep service-oriented governance hadir dengan menempatkan 
pelayanan publik sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan.(Erlangga, 2025, hlm. 7848). 
Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuan 
menjalankan kewenangan dan regulasi, tetapi juga dari kemampuannya dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif.(Ansori, 2015, hlm. 143). Pemerintah dituntut 
untuk membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan masyarakat melalui peningkatan 
partisipasi publik, transparansi informasi, inovasi pelayanan, serta pemanfaatan teknologi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, orientasi pemerintahan bergeser dari sekadar 
menjalankan fungsi kekuasaan menuju upaya menciptakan nilai publik (public value) yang dapat 
dirasakan secara langsung oleh masyarakat.(Saputri dkk., 2025, hlm. 1138). 

Pergeseran paradigma tersebut juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi 
birokrasi di Indonesia. Berbagai kebijakan nasional telah mendorong pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, penguatan 
akuntabilitas, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Otonomi daerah yang 
diberikan kepada pemerintah daerah semakin memperkuat tuntutan agar setiap daerah mampu 
menghadirkan pelayanan publik yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
setempat.(Saputri dkk., 2025, hlm. 1142). Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran 
strategis sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi 
pada pelayanan. 

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah 
yang mengalami dinamika pembangunan yang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk, 
perkembangan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik 
mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan berbagai inovasi dan transformasi 
birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan melalui digitalisasi pelayanan publik, peningkatan 
kualitas pelayanan administrasi, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta penerapan 
berbagai program reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada 
masyarakat.(Ilhadi dkk., 2024, hlm. 125). Transformasi tersebut menunjukkan adanya perubahan 
orientasi pemerintahan dari pola yang berpusat pada birokrasi menuju pola yang lebih berfokus 
pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, proses pergeseran paradigma dari 
power-oriented governance menuju service-oriented governance bukanlah proses yang 
sederhana.(Fasya & Jiddan, 2026b, hlm. 2980). Berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari 
budaya birokrasi yang masih cenderung mempertahankan pola kerja lama, keterbatasan kapasitas 
sumber daya manusia, hingga belum optimalnya integrasi pelayanan publik berbasis teknologi.  

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan dengan realitas pelayanan yang diterima di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa transformasi tata kelola pemerintahan memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari 
seluruh pemangku kepentingan agar perubahan yang diharapkan dapat terwujud secara 
optimal.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85). Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna 
menganalisis bagaimana pergeseran paradigma dari power-oriented governance menuju service-
oriented governance terjadi pada Pemerintah Kota Samarinda. Kajian ini juga bertujuan 
mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi transformasi tersebut, tantangan yang dihadapi 
dalam proses pelaksanaannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola 
pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 
diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi pemerintahan daerah 
dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terciptanya prinsip-
prinsip good governance di Kota Samarinda. 

 
METHOD  

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada 
analisis mendalam terhadap norma, asas, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan 
operasional Satlinmas dalam struktur pemerintahan daerah.(Sukmawan & Damayanti, 2025, hlm. 



 

 

238 
 

120). Dalam membedah problematika tersebut, digunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) untuk menelaah konsistensi regulasi secara hierarkis, serta pendekatan 
konseptual (conceptual approach) guna membangun kerangka pemikiran berdasarkan doktrin dan 
pandangan para ahli mengenai perlindungan masyarakat.(Syahrizal & Jailani, 2023, hlm. 19). 
Argumentasi hukum dalam kajian ini dibangun menggunakan bahan hukum primer yang 
bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana terkait 
Satlinmas. 

Kekuatan analisis tersebut kemudian diperkaya dengan bahan hukum sekunder yang 
mencakup literatur buku, jurnal ilmiah, dan berbagai hasil riset terdahulu yang memiliki relevansi 
dengan lokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik 
analisis kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memotret secara komprehensif sejauh 
mana kesesuaian antara perintah norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas 
implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur.(Syahrizal & Jailani, 
2023, hlm. 18). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemecahan 
masalah yang berlandaskan pada validitas hukum yang kuat serta memberikan rekomendasi 
konstruktif bagi penguatan institusi Satlinmas di masa mendatang. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
A. Konsep Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented Governance 
dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan 

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, paradigma power-oriented governance merupakan 
pendekatan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasaan dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan.(Ansori, 2015, hlm. 143). Model ini ditandai dengan dominasi 
birokrasi yang cenderung bersifat hierarkis, sentralistis, serta berorientasi pada kepatuhan 
masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.(Fasya & Jiddan, 2026b, hlm. 2986). 
Dalam paradigma tersebut, masyarakat lebih sering diposisikan sebagai objek kebijakan sehingga 
ruang partisipasi publik dalam proses pemerintahan relatif terbatas. Seiring berkembangnya 
tuntutan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas publik, paradigma tersebut mengalami 
pergeseran menuju service-oriented governance yang menempatkan pelayanan kepada masyarakat 
sebagai orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan.(Erlangga, 2025, hlm. 7851). Dalam 
paradigma baru ini, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai pemegang kekuasaan semata, 
melainkan sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan publik secara 
efektif, responsif, dan berkeadilan.(Ansori, 2015, hlm. 145). Pergeseran ini menjadi bagian penting 
dari reformasi birokrasi modern yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih 
partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(Iskandar & Pranoto, 2026, 
hlm. 409). 
B. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam Mendorong Service-
Oriented Governance 

Transformasi menuju service-oriented governance di Kota Samarinda tercermin melalui 
berbagai kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Pemerintah Kota Samarinda berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan 
kualitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. 
Berbagai program digitalisasi pelayanan menjadi salah satu indikator adanya perubahan orientasi 
birokrasi dari sekadar menjalankan fungsi administratif menuju penyediaan layanan yang cepat, 
mudah, dan transparan.(Ilhadi dkk., 2024, hlm. 125). Selain itu, komitmen pemerintah daerah juga 
terlihat melalui pengembangan sistem pengaduan masyarakat, penyederhanaan prosedur 
pelayanan, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.(Islahuddin, 
2025, hlm. 37). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan 
pemerintahan daerah tidak lagi diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari 
sejauh mana pemerintah mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang berkualitas kepada 
masyarakat.(Sugiarto, 2019, hlm. 163). 
C. Implementasi Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda 

Implementasi paradigma service-oriented governance di Kota Samarinda dapat dilihat dari 
berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Transformasi 
pelayanan tidak hanya terjadi pada aspek administratif, tetapi juga mencakup sektor kesehatan, 
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pendidikan, perizinan, serta pelayanan kependudukan. Pemanfaatan teknologi digital 
memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus 
melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit.(Arifin, 2025, hlm. 1034). Selain itu, pemerintah 
daerah juga berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas 
kepada masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat semakin diberikan 
ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan yang kemudian menjadi dasar 
evaluasi kinerja pelayanan publik.(Iswari dkk., 2020, hlm. 224). Implementasi ini menunjukkan 
bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat mulai bergeser dari pola hubungan vertikal 
menuju hubungan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Dengan demikian, pelayanan publik tidak 
lagi berorientasi pada kepentingan birokrasi, melainkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat 
sebagai pengguna layanan. 

 
D. Tantangan dalam Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented 
Governance 

Meskipun berbagai upaya transformasi telah dilakukan, proses pergeseran paradigma 
pemerintahan di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama 
adalah masih adanya budaya birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan dan prosedur formalistik. 
Sebagian aparatur pemerintahan masih mempertahankan pola kerja lama yang lebih menekankan 
aspek administratif dibandingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Mozin dkk., 2025, hlm. 
239). Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan 
teknologi dan tuntutan pelayanan modern juga menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian 
serius.(Islahuddin, 2025, hlm. 40).  

Tantangan lainnya muncul dari belum meratanya kualitas pelayanan antar organisasi 
perangkat daerah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih 
bervariasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan publik juga belum 
sepenuhnya optimal.(Iswari dkk., 2020, hlm. 229). Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa 
perubahan paradigma pemerintahan tidak hanya membutuhkan pembaruan regulasi dan sistem 
kerja, tetapi juga transformasi budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. 
E. Strategi Penguatan Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda 

Penguatan service-oriented governance di Kota Samarinda memerlukan strategi yang 
komprehensif dan berkelanjutan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat 
reformasi birokrasi melalui pembangunan budaya kerja yang menempatkan kepentingan 
masyarakat sebagai prioritas utama.(Erlangga, 2025, hlm. 7852). Peningkatan kompetensi aparatur 
sipil negara harus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.(Ilhadi dkk., 2024, 
hlm. 126). Selain itu, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi perlu terus 
ditingkatkan guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan transparan. Pemerintah 
daerah juga perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan warga.  

Di samping itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan berbagai 
pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang 
berorientasi pada pelayanan.(Mozin dkk., 2025, hlm. 243). Melalui berbagai strategi tersebut, 
Pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu mewujudkan transformasi pemerintahan yang 
tidak lagi berpusat pada kekuasaan birokrasi, melainkan pada pemberian pelayanan publik yang 
berkualitas, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

 
CONCLUSION 

Pergeseran paradigma dari power-oriented governance menuju service-oriented governance 
pada Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika sebelumnya orientasi pemerintahan lebih 
menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan dan pengendalian birokrasi, saat ini pemerintah 
semakin menempatkan pelayanan publik sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan dan 
program yang dijalankan.(Fasya & Jiddan, 2026b, hlm. 2984). Transformasi tersebut tercermin 
melalui berbagai upaya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan 
transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan.(Arifin, 2025, hlm. 1034). Perubahan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota 
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Samarinda telah berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern 
yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Meskipun demikian, implementasi service-oriented governance masih menghadapi 
berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Budaya birokrasi yang masih 
dipengaruhi pola pikir kekuasaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan 
kualitas pelayanan antar perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi 
informasi menjadi faktor yang dapat menghambat keberhasilan transformasi tersebut.(Tanggunian 
dkk., 2026, hlm. 12). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma pemerintahan tidak 
hanya membutuhkan pembaruan regulasi dan sistem pelayanan, tetapi juga perubahan budaya 
organisasi yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan publik.(Ansori, 2015, 
hlm. 146).  

Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat 
implementasi service-oriented governance di Kota Samarinda. Penguatan reformasi birokrasi, 
peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, pengembangan sistem pelayanan digital yang 
terintegrasi, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam 
mendukung keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan. Dengan komitmen yang kuat dari 
pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pergeseran paradigma ini 
diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, inovatif, dan 
berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada akhirnya, service-oriented governance tidak hanya 
menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi fondasi utama 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan 
daerah yang berkelanjutan di Kota Samarinda. 
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